RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT! JEPARA,

Menimbang :© @& bahwa dalam rangka pembinaan dan  pengawasan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, serta peningkatan

mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat,  periu diatur
Perizinan DI Bidang Kesehatan |

b bahwa berdasarkan pertimbangan huuf a, maka untuk
Periznan Bidang Kesehatan  serta penarikan

Mengngat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang Pembentukan
W Kabupaten dalam Lingkungan FPropinsi Jawa

2 Undangundang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lemrbaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3495),

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1897 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah
diubah dengan Undang undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246 , Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048) |

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 60, Tambahan
Lemmbaran Negara Nomor 3839) |

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenage
Kesehatan (Lermbaran Negara Tahun 1896 Nomor 48 | Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3637) |

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Sebagal Daerah Otonom (
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tamrbahan Lembaran
Negara Nomor 3962 ) .




Menetapkan

7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139) |

8 Peraturan Menterl Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/XI/86
teﬂmglpayaﬁalayarmw\atan&vaaadudmgmsdq

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 tentang
Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Alr,

10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/SK/Menkes/X/1983
tentang perijinan Apotek;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 572 Tahun 1886 tentang
Registrasi dan Praktik Bidan,

12 Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 1897 tentang
mwwwdwwmm;

13, Keputusan Menteri Dalam Negerl Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah,

14 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1189 A/Menkes/SK/X/99
tmmManImMWan;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Rl No. 1350/Menkes/SK/XI1/2001
tentang Pengeiciaan Pestisida;

17 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat || Jepara Nomor 6

Tahun 1990 tentang Penyidk Pegawal Negeri Sipil DI Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkal |l Jepara |

Dengan persstujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN JEPARA

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG
RETRIBUS! IZIN BIDANG KESEHATAN

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dmaksud dengan :

1. Deerah adalah Kabupaten Jepara |
2 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jepara |



serta bentuk Badan lainnya yang diselenggarakan oleh 3

5. 1an Bidang Kesehatan adalah |zn yang diberikan cleh Pemerintah Daerah
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh swasta dalam
Upaya peningkatan kesehatan (Promotif), pencegahan penyakit  (preventif),
mwmmpawd(nmomnmﬂmmm(mam.w
lan  Kera/Praktek kesehatan, pendirian dan atau penyelenggaraan sarana
wammmwwadﬂkedumm&@umm;

6. Retribusi |2n Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah
pembayaran atas pemberian Perizinan Bidang Kesehatan ;

7.Mkm0dca0nmmuau0daeragm0<w
Wmmmwmdmwtmkm
mambuura-mpamuuwmdummw
jawab yang telah ditetapkan,

8. Praktik bersama Dokter spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medk
spesialistik secara bersama cleh Dokter spesialis dan atau Dokter Gigl spesialistik
dengan atau menggunakan penunjang medk pada satu lokasi pelayanan kesehatan
dengan satu penanggung jawab yang telah ditetapkan,

Q.MWMWMMd&WMG
umum, dokter gigl, dokter spesialis atau dokter gigl spesialis tanpa menggunakan

penunjang medk;

10.Praktik Keperawalan adalah penyelenggaraan pelayanan keperawatan yang
diakukan oleh seorang tenaga keperawatan yang memenuhl persyaratan sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

peraturan yang berlaku;

12. Rumah Bersalin adalah tempat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar
kepada wanita hamil, wanita bersalin, wanita menyusul, wanita dalam masa nifas,
pelayanan imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana yang diselenggarakan
cleh organisasi yang berbadan hukumy

13.Balal Pengobatan adalah temmpat untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar
tertama d bidang pengobatan umum termasuk pelayanan Keluarga Berencana
yang dselenggarakan oleh organisasl yang berbadan hukum sesual dengan
ketentuan yang berlaku,

14.ﬁpddwaﬂmmmmp¢dmmm
berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian d Indonesia sebagal Apcteker;

15. Pengobatan tradisional dalah suatu upaya pengcbatan atau perawatan cara lain
diuar iimu  kedokteran atau ilmu keperawatan, mencakup cara, cbat dan
pengobatnya yang mengacu kepada pengalaman dan ketrampilan balk yang asii
maupun yang berasal darl luar indonesia |

16. Apctek adalah sualu tempat tertentu, temmpat dilakukan pekerjaan kefarmasian atau
penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat;

17.WMMthmmep&yam
medik dasar dan spesialistic, pelayanan penunjang medik, pelayanan instalasi dan
pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap ;

18.Rumah Sakit Khusus adalah tempat pelayanan yang

menyelenggarakan pelayanan
medk spesialistik tertentu, pelayanan penunjang, pelayanan instalasi dan pelayanan
perawalan secara rawat jalan dan rawat inap ;



undiangan yang bertaku;

m.gmm%mmugmmwu-mammmm

egor cbat an bebas t as yang diselenggarakan oleh perorangan atau

lembaga berbadan hukum ;

21.%memmmw\gmnlmmwtdm
sahmuuuperatu'anmbulalumbagarakdummm
pemberantasan serangga, tikus dan hamae Ppenggganggu  lainnya  dengan
menggunakan  pestisida  dirumah-rumah, pekarangan penduck, bangunan
pergudangan, tempat-tempat kerja, tempat-tempat umum dan angiatan umum ;

n.mmmWMmmmmmm
danpammtmapmmwmmmbﬂmmmm
"kammmmmjmmm.mpam,kmsi

pada kesehat

1. lan Kerja/Praktek tenaga Kesehatan Swasta, meliputi

Praktik bersama dokter umum dan atau dokter gig |
Praidlkbersanadddeq:esiaﬂschnaauwduggm
Praktik dokter umum dan atau dokter gig .

Praktik dokter Spesialis dan atau Dokter gigh spesialls :
Praktik bersama dokter Urmum dan dokter spesialis

Fraktik keperawatan

Praktik bidan ;

Apcteker, Refraksionis, Fisioterapi ;

Pengabatan Tradisional.

~Temepoocwe



é
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pendidkan Kesehatan |
Air Minum

i

:

3. |muanuspamnwmmmmmdmma,nmn:
a. Apolek ;
b. Toko Obat;
c. Penyalur Alat Kesehatan.
BAB ||
NAMA | OBYEK , SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH
Pasal 3

Dengan nama Retribusi 12n Bidang Kesehatan dipungut Retribusi Daerah sebagai
permbayaran atas perrberian izn bidang kesehatan.

Pasal 4
Obtyek Retribusi Daerah adalah pemberian (zin bidang kesehatan.
Pasal 5

&byededMDa«ahadelﬁmngprﬁndatauba&nyamnmdd\pdm
zin bidang kesehatan

Pasal 6
Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribaci atau badan yang diwajibkan melakukan
pembayaran alas pelayanan izin bidang kesehatan,
BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI DAERAH
Pasal 7
Retribusi 1zin Bidang Kesehatan termasuk golongan retribusi peridnan tertentu.

BAB IV

KETENTUAN IZIN DAN JANGKA WAKTU BERLAKLINYA
IZIN BIDANG KESEHATAN

Pasal 8
(1) Setiap penyelenggaraan usaha bidang kesehatan wajib memperdleh |zn dar
Bupati .



(2) Bupatl berhak menutup penyelenggaraan usaha bidang kesehatan yang tidak
memilikl Zn

FPasal §
Tata cara dan syaral Perizinan Bidang Kesehatan diatur kemudian dleh Bupati,
Pasal 10

(1) ldn Bidang Kesehalan beriaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih
rmenjalankan keglatan usaha bidang kesehatan,

(2) Setiap 3 (liga) tahun sekall pemegang 1an wajib mendaftarkan uang.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 11

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis ian yang diberikan .

BAB W
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 12

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarmya tarif Retribusi Daerah

didasarkan pada tyuan unik menutup sebagian atau sama dengan biaya
penyelenggaraan periznan,

(2) Biaya sebagalimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi komponen biaya
pendaftaran, administrasi , operasional, permbinaan dan pengawasan.

BAB W
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI DAERAH
Pasal 13

(1) Stnktur dan besamya tarif Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini.

(2) Untuk pendaftaran uang lzin Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 angka 1 dikenakan biaya sebesar tarif Retribusi Daerah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1),

(3) Untuk pendaftaran uang lzdn Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 angka 2 dan 3 dikenakan biaya sebesar 50% dari tarif Retribusi Daerah

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



BaB Wil
SAAT RETRIBUSI DAERAH TERUTANG

Pasal 14
Retribusi Daerah tertang terjad pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAERAH
Pasal 15

(1) Masa Retribusi Daerah adalah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 1zin Usaha
Bidang Kesehatan dikeluarkan.

(2) Setelah lewat jangka waklu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka hak
untuk mermanfaatkan lan Usaha Bidang Kesehatan menjadi guaur.

BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 16
Retribusi Daerah dipungut d wilayah Daerah

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
(1) Pungutan Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan,
(2) Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
BaB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 18
(1) Pembayaran Retribusi Daerah yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuia.

(2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang
dtuuk sesual waktu yang ditentukan dengan mengaunakan SKRD atau dokumen
iain yanq dipersamakan.



(3) Dalam hal pembayaran diakukan o tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penenmaan Relribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatrya 1
x 24 jam atau dalam wakiu yang ditentukan oleh Bupali.
BAB Xl
SANKS! ADMINSTRASI
Fasal 19
Dalam hal wajib Retribusi Daerah tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar,
dkenakan sanksi adminsirasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan
dari Relribusi Daerah yang terhutang yang lidak alau kwang dibayar dan ditagih
dengan menggunakan STRD
BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN

Fasal 20

(1) Pengsluaran Sural Teguran alau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagal
awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah, dikeluaikan segera
setelah 7 (tyuh) harl sejak jatuh ternmpo pembayaran.

{2) Dalam jangka wakiu 7 (tuyuh) hari setelah tanggal sural teguran atau peringatan

alau sural lan yang sejenis, wajib Retribusi Daerah harus melunasi Retribusi
Daerah teriutang.

(3) Suwrat legwan atau peringatan atau sural lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dikeluarkan deh Pejabal yang ditunjulkc.

Pasal 21

Bertuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah
sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 20 ayat (1) akan ditetapkan dleh Bupati .

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI DAERAH

Pasal 22

(1) Bupall dapal memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi

(2) Tatacara permberian pengurangan, keringanan dan permbebasan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayal (1) ditetapkan oleh Bupati.
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BAB XV
KADAL UWARSA
Pasal 23
(1) Penagihan Retribusi Daerah, kadaluwarsa setelah melampaul jangka waktu 3 (tiga)
tatun, terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi Daerah, kecuall apabila wajib
Retribusi Daerah melakukan tindak pidana d bidang Retribusi Daerah.
(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

tertangguh apabila -
a. Diterbitkan Surat Teguran, atau |

b. Ada pengakuan hutang Retribusi Daerah dari wajib Retribusi Daerah baik
langsung maupun tidak langsung.

BAB XMV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24
Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah Ini dilakukan oleh Perangkat Daerah
yang ditunjuk oleh Bupatl.

BAB XVl

KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1) Waiib Retribusi Daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugkan
keuangan Daerah diancam pidana kuungan paling lama 6 (enam) bulan atau
denda paling banyak 4 (empat) kall jurmiah Retribusi Daerah yang terhutang.

(2) Tindak pidana sebagaimana cimaksud dalam ayal (1) adalah pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 26

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagal penyicik untuk melfakuian penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang pemyicik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) acialah

a. Menerima, mencari, mengurpukan, dan meneliti kelerangan atau lsporan
berkenaan dengan tindak pidana d bidang retribusi Daerah agar keterangan

it 2B ke i endl dh  Aateddtd e ol Badh i Aacsademen oo Sl e
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b. Meneliti mencar dan mengurmpukan keterangan mengenal orang pribad atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana retribusi Daerah,

¢ Meminta Kketerangan dan bahan buktl darl orang pribad atau badan
sehubungan dengan tindak pidana o bidang retribusi Daerah;

d. Memenksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana bidang retribusi Daerah;

e Melakukan penggeledahan unfuk mendapatkan bahan buktl  pembukuan,

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan teraga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pemyldikan
tindak picdana o bidang retribusi Daerah;

g Menyuruh berhenti dan alau melarang sesecrang meninggalkan ruangan atau
tenmpal pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa idertitas

orang dan alau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf (e)
tersebut di alas,

h. Memdret sesecrang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;

L Memanggl orang untuk didengar keterangamnya dan diperiksa sebagal
tersangka atau saksi;

| Menghentikan penyicikan

kK Melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidkan tindak pidana
ol bidang retribusi Daerah menunt hukum yang dapat dipertanggunglawabkan.

(3) Penyidk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya
pemictkan dan menyampalkan hasil peryidkan kepada penuntut umum sesual
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27

Semua an Bidang Kesehatan yang dipercleh sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini

dinyatakan tetap berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal — hal yang belum dialw dalam Peraluran Daerah Ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berfaku pada tanggal diundangian.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah inl dengan penempatannya dalam Lemrbaran Daerah.
Ditetapkan d Jepara
pada tanggal 22 April 2003
ATl JEP,

HENDRO MARTOJO

Diunclangkan d Jepara
Pada tanggal 22 April 2003

SEKRETARIS DAERAH

g

Pembina Ltama Muda
NP 500040362

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2003 NOMOR 8
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LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG
RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN
BESARNYA
JENS lZIN RETRIBUSI (Rp)

lan Kerja/Fraktek Tenaga Kesehatan Swasta, meliputi
a. Prakiik bersama dokter umum dan atau dokler gg 500.000,-
b. Fraklik bersama dokler spesialis dan atau dokter

gd spesialis 500.000,-
c. Praktik dokter umum dan atau dokter gigl 200.000,-
d Fraktik dokter Spesialis dan atau Dokter gg

spesialis 300.000,-
e Praktik bersama dokter Umum dan dokter spestalls 500.000,-
f  Praktik keperawatan 100.000,-
g Praktik bidan 125.000,-
h  Apcateker, Refraksionis, Fisiolerap 50.000,-
i. Pengobatan Tradisional 50.000,-
Izn Pendirian dan atau penyelenggaraan Sarana/Usaha
Kesehatan Swasta, meliputi:
a. Kink KIA 300.000,-
b. Optikal 500.000,-
¢ Hinik Fisicterapi 500.000 -
d Kink 24 Jam 250.000 -
e Usaha Pemberantasan Hama/Pest Contral 500.000,-
f.  Balai Pengobatan 500.000,-
g Rumah Bersalin 500.000,-
h.  Rumah Sakit Khusus 500.000,-
. Rumah Sakit Urum |

1). Fratama 500.000 -

2). Madya 750.000,-

3), Ltama 2.000.000,-
| Laboratorium 250.000,-
k. Sarana pendidkan Kesehatan 500.000,-
| Depct Air Minum 300.000,-
lan Distribusi pelayanan obat dan alat kesehatan skala
Kabupaten cleh Swasta, meliputi .
a.  Apotik 750.000.-
b,  Toko Obat 250.000,-
c. Penyalur Alal Kesehatan 200.000,-

ATl JEP,

e

—

HENDRO MARTOJO
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA

NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI IZIN BIDANG KESEHATAN

PENJELASAN UMUM

Dalam penyelenggaraan otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Deerah, maka
pendapatan daerah khususnya yang bersumber dari Retribusi Daerah diharapkan
dapat menjadd salah satu sumber permblayaan yang handal, Oleh karena itu periu
difaksanakan intensifikasi maupun ekstensifikasi terhadap surber-surmber Retribusi
baru disertal dengan pengaturan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil,
efeldif dan efisien sehingga dapat mengoerakkan peran serta masyarakat dalam
perrbiayaan pembangunan daerah.

Bercasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002
tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, Perizinan dibidang
Kesehatan merupakan salah satu kewenangan baru bag Pemerintah Kabupaten
Jepara.

Sehububungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaan kewenangan
Peridnan dbidang Kesehatan serta penarikan retribusinya, perfu dtetapkan
Peraturan Daerah Kahupaten Jepara tentang Retribust 12n Dibidang Kesehatan,

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 C o aukup jeias

Pasal 2

Angka 1 huufi | Termasuk pengobatan tradisional misalnya tukang gigl,
tabib, akupuntur, dukun sunat, penjual cbat tradisional,

Angka2hurufh © Sepanjang iZin pendirfan Rumah Sakit Khusus belum
menjad kewenangan Daerah maka (zin pendirian Rumah
Sakit Khusus dimaksud adalah pemberian iZn dalam
rangka proses pendirian Rumah Sakit Khusus berupa surat
kelayakan sepertl Penelitian Lokasi, ketersediaan tenaga
medis dan non medis, ketersediaan sarana dan prasarana

penunjang, dan lain-lain.

Angka 2twrufi @ Sepanjang @n pendirian Rumah Sakit Urum  belum
menjad kewenangan Daerah maka |zin pendirian Rumah
Sakit Urmum dimaksud adalah pemberian Zn  dalam
rangka proses pendirian Rumah Sakit Umum berupa surat
kelayakan seperti Penelitian Lokasi, ketersediaan tenaga
medis dan non medis, ketersediaan sarana dan prasarana

perunjang, dan lain-lain.




Pasal 3 s/d 16
Pasal 17 ayal (1)

Ayat (2)

Pasal 18 s/d 28
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Rumah Sakit Umum diklasifikasilkan menjadi 3 (liga) kelas :

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2003 NOMOR 2




